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 NOTULENSI  
RAPAT PANSUS II DENGAN TIM KOORDINASI RAPERDA DAN BANK SALATIGA 

TERHADAP RAPERDA ATAS INISIATIF WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
BENTUK HUKUM PERUMDA BPR BANK SALATIGA MRNJADI PERSERODA BANK 

BPR SALATIGA 
 
RAPAT : Panitia Khusus Raperda 
HARI / TANGGAL : Kamis, 27 Februari 2025 
WAKTU : 12.00 -- Selesai 
TEMPAT : Ruang Rapat Lantai 1 DPRD Kota Salatiga 
PANSUS II : 1. Bapak Yusup Wibisono, SH 

2. Bapak Untung Haryanto, SE 
3. Bapak Heru Prastyo, SE, ME 
4. Bapak Bagas Aryanto, SP 
5. Ibu Hj Riawan Woro Endartiningrum, SE, MM 
6. Bapak Ahmad Musadad 
7. Bapak Ari Widiyatmoko, A.Md 

PESERTA RAPAT : 1. Bapak Darto – Dirut Bank Salatiga 
2. Bapak Siswo Hartanto – Bag Perekonomian Setda 
3. Ibu Bakti Harjanti – Inspektorat Salatiga 
4. Ibu Andriani, SH – Bagian Hukum Setda 
5. Naufal – Penyusun Materi Hukum Setda  
6. Danang – Bagian Organisasi Setda 
7. Aditya Bayu – Bank Salatiga 
8. Susilowati, SE, MM – Setwan Salatiga 
9. Firda Hasina L, SH – Setwan Salatiga 

PEMBAHASAN :  

Penjelasan dari Pak Siswo (Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Salatiga): 
Raperda ini diajukan untuk menyesuaikan regulasi dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 
2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Milik Pemerintah Daerah dan 
Bank Perekonomian Syariah (BPRS) Milik Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 94 
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan terbaru, 
sehingga perlu diganti dengan regulasi yang lebih sesuai. Eksekutif telah melakukan 
penyesuaian Raperda sesuai dengan permendagri terbaru. 

Penjelasan dari Bu Andriani (Kepala Bagian Hukum Setda Salatiga): 
Penyesuaian yang sudah dilakukan oleh pihak eksekutif antara lain: 
Penambahan kata "Badan Hukum" dalam judul Raperda, Perubahan nomenklatur harus 
diselesaikan paling lambat Januari 2026, Penggabungan ayat dalam pasal 9 yang mengatur 
tentang kegiatan usaha Bank BPR, Penghapusan pasal 11 yang mengatur pinjaman dari 
sumber modal, karena dalam Permendagri terbaru sudah tidak ada pengaturan terkait hal 
tersebut. 

Kesimpulan Rapat: 
Raperda yang diusulkan untuk perubahan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank 
Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Salatiga telah 
dilakukan penyesuaian sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2024. Draft Raperda 
akan disempurnakan lebih lanjut dan dibahas dalam rapat berikutnya. 

NOTULIS, 
 
 

FIRDA HASINA LARASATI, SH 
Penata Muda/IIIa 

NIP. 19960909 202203 2 003 
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